
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Olahraga saat ini menjadi daya tarik masyarakat dan juga sebagai pasar 

sekaligus komoditas yang di cintai oleh jutaan manusia. Dari banyaknya jenis 

olahraga, sepakbola merupakan olahraga terpopuler di dunia dan dimainkan 

oleh lebih dari 300 juta orang di lebih dari 200 negara di dunia.
1
 Pada Pasal 28 

C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

Amandemen ke-4 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk 

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak 

mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 

kesejahteraan umat manusia”. 

Perkembangan dunia sepakbola tidak terlepas dari peran benua Eropa di 

wilayah barat maupun selatan yang mempromosikan olahraga sepakbola 

hingga seluruh dunia.
2
 Sepakbola dianggap seperti agama bagi mereka, hal 

yang mereka cintai dan klub sepakbola maupun timnas sepakbola sudah sangat 

menjalar di dalam alirannya.
3
 Sepak bola itu sendiri mewakili globalisasi dan 

kosmopolitanisme. Ketika Inggris membawa game ini ke seluruh koloninya 
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dan seluruh dunia, sepak bola memulai langkah pertamanya untuk 

diglobalisasi, dan langkah besar kedua diambil ketika Piala Dunia disiarkan 

televisi dan disiarkan di banyak negara.
4
 

Dalam era modern, sepak bola merupakan cabang olahraga yang 

mempunyai popularitas tertinggi di dunia. Sepak bola sebagai wadah dimana 

orang dengan berbagai latar belakang etnis bertemu. Bill Murray menyatakan 

bahwa kefanatikan dan emosi terkandung dalam pertandingan sepak bola. 

Orang yang berada di dalamnya rela untuk membela tim kesayangannya 

dengan pengorbanan yang tidak kecil, baik tenaga dan dana.
5
 Kecintaan 

masyarakat terhadap pertandingan sepak bola melahirkan sejarah sepak bola 

modern. Pada tahun 1863 menjadi sejarah lahirnya sepak bola modern, 

tepatnya di Universitas Cambridge dimana pihak sekolah dan klub berkumpul. 

Bermula dari hal tersebut, asosiasi tersebut bergabung dan membentuk sebuah 

federasi Internasional yang berfungsi untuk mengambil alih pengadaan 

kompetisi Internasional sehingga terciptalah sebuah peraturan baku antar 

seluruh klub yang ikut berkompetisi.
6
 

Federasi tersebut memiliki sebutan Federation Internationale de Football 

Association (FIFA) terbentuk pada 21 Mei 1904, di Rue Saint Honore 229, 

Paris, Perancis dan diketuai oleh Robert Guerin. Pada saat itu, pihak yang 

terlibat dalam pembentukan FIFA adalah asosiasi-asosiasi sepak bola di 
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wilayah Eropa, yaitu Union des Societes Francaises de Sports Athetiques 

(USFA) Prancis, Union Belge des Societes de Sports (UBSSA) Belgia, Danks 

Boldspil Union (DBU) Denmark, Nederlandsche Voetbal Bond (NVB) 

Belanda, Madrid Football Club (MFC) Spanyol, Svenska Bollspells Forbundet 

(SBF) Swedia, dan Association Suisse de Football (ASF) Swiss.
7
 

Pertandingan sepak bola dituntut untuk menjunjung tinggi nilai kerja 

sama, sportivitas dan profesionalitas (Fair Play). Semboyan “My Play is Fair 

Play” diperkenalkan secara luas oleh FIFA pada tahun 1993 yang kini telah 

menjadi bagian terpenting dalam pertandingan sepak bola. FIFA menyatakan 

sepuluh aturan terpenting dalam menjunjung Fairplay dalam pertandingan 

sepak bola, yaitu:
8
 

1. Play Fair; 

2. Play to win but accept defeat with dignity;  

3. Observe the Laws of the Games; 

4. Respect opponents, team-mates, referees, officials and spectators;  

5. Promote the interests of football; 

6. Honour those who defend football’s good reputation; 

7. Reject corruption, drugs, racism, violence, gambling, and other dangers to 

our sport;  

8. Help others to resist corrupting pressures;  

9. Denounce those who attempt to discredit our sport;  

10. Use football to make a better world;  
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Kesepuluh aturan tersebut ternyata sulit untuk diterapkan. Nilai Fair Play 

mengalami pergeseran yang diakibatkan oleh adanya praktik pengaturan skor 

(Match Fixing) yang selanjutnya disebut pengaturan skor. Oleh karena itu, 

FIFA melalui Kode Disiplinnya telah mengantisipasinya dalam Chapter II 

Section 10 tentang Unlawfully Influencing Match Result.
9
  

Kompetisi sepakbola saat ini telah berubah karena mulai disusupi oleh 

pelaku kriminal secara terorganisasi, terutama dalam manipulasi pertandingan 

dan pengaturan skor. Pengaturan skor dan manipulasi pertandingan sebagai 

ancaman global, ibarat seperi virus kanker yang terus menyebar dan tidak 

melihat ada tempat yang aman dari match fixing dan match manipulation di 

dunia ini. Semua wilayah di dunia ada ancaman yang sama. Italia menjadi 

negara yang tidak jarang berprestasi di saat industri sepakbolanya tengah 

dilanda krisis, bahkan 2 kali mereka menjadi juara dunia saat terjerat kasus 

pengaturan pertandingan (match-fixing).
10

 

Praktik pengaturan skor membuat para pemain, pelatih, wasit dan 

pekerja lainnya mengesampingkan semangat Fair Play dan meniadakan The 

Law Of The Games. Hal ini membuat para pemain dan pekerja lainnya tidak 

dapat menerima kekalahan dengan lapang dada sehingga mengupayakan 

perbuatan curang dalam pertandingan. Tentu perbuatan tersebut merupakan 

ancaman yang serius bagi pertandingan sepak bola. Setiap kegiatan sepakbola 

di bawah Federation of International Football Association (FIFA), selalu ada 

upaya infiltrasi dari kejahatan yang terogranisir ini. Lebih dari sekedar 
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mempertahankan legitimasinya sebagai aktor non-negara yang memiliki 

pemerintahan imajiner, tetapi juga dapat memaksa pemerintah yang berdaulat 

untuk tunduk pada perubahan nasional untuk pemerintahan yang lebih baik 

seperti apa yang terjadi di Kemenpora RI dengan PSSI dan FIFA.
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Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung di dalam 

organisasi Fedaration International Football Association (FIFA) melalui 

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sejak tanggal 1 November 1952 

yang ditetapkan pada saat kongres FIFA di Helsinki, Finlandia dan juga 

menjadi anggota Asian Football Confederation (AFC), badan atau induk 

federasi tertinggi sepakbola Asia. PSSI juga menjadi pelopor dibentuknya 

Asean Football Federation (AFF) di Asia Tenggara dimana kedua organisasi 

tersebut, AFC dan AFF masih berada di dalam naungan FIFA. PSSI ditetapkan 

menjadi organisasi berbadan hukum pada tahun 1953 oleh Departemen 

Kehakiman dengan mendapat pengesahan melalui SKEP MENKEH RI No. 

J.A5/11/6, tanggal 2 Februari 1953, tambahan berita RI tanggal 3 Maret 

1953.
12

 

Sebagai organisasi induk sepakbola Indonesia, PSSI membentuk 

peraturan yang berfungsi mengatur segala sesuatu dalam sepakbola terkait 

klub, pemain, ofisial tim, organisasi dan juga pertandingan yang 

diselanggarakan oleh PSSI dari Liga 1 hingga Liga 3 Indonesia. Peraturan-

peraturan tersebut diantaranya adalah statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, kode 
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etik fair play dan lain sebagainya yang juga mengacu pada statuta FIFA. 

Dalam induk organisasi PSSI mempunyai badan hukum yang berwenang 

menjatuhi hukuman kepada klub yang melanggar hukum, yaitu Komisi disiplin 

(KOMDIS) yang mempunyai tugas mengawasi seluruh pertandingan resmi 

yang diselenggarakan di bawah pengawasan PSSI.
13

 

Berdasarkan Kode Disiplin PSSI, pengaturan mengenai match fixing di 

Indonesia terdapat pada Pasal 72 Kode Disiplin PSSI 2018 berbunyi sebagai 

berikut: 

1) Siapapun yang berkonspirasi mengubah hasil pertandingan yang berlawanan 

dengan etik keolahragaan dan asas sportivitas dengan cara apapun 

dikenakan sanksi berupa sanksi skors, sanksi denda minimal sekurang-

kurangnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sanksi 

larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup; 

2) Perangkat pertandingan yang melakukan atau ikut serta melakukan 

konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 

350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan 

ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup; 

3) Pemain yang ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) 

sanksi denda sekurang-kurangnya Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh 
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juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola 

seumur hidup;  

4) Official atau pengurus yang melakukan atau ikut serta melakukan konspirasi 

mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, 

dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta 

dalam aktivitas sepak bola seumur hidup;  

5) Klub atau badan yang terbukti secara sistematis (contoh: pelanggaran 

dilakukan atas perintah atau dengan sepengetahuan pimpinan klub, 

dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa anggota dari klub atau badan 

tersebut) melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda 

sekurang-kurangnya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah); (ii) sanksi 

degradasi, dan (iii) pengembalian penghargaan;  

Sebagai satu-satunya organisasi sepak bola nasional di wilayah Hukum 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia 

pun memiliki kewenangan yang sama seperti FIFA, dalam lingkup negara 

Indonesia, termasuk untuk mendesain sistem peradilannya dalam rangka 

menyelesaikan sengketa sepak bola nasional. Desain sistem peradilan yang 

dituangkan PSSI dalam Statuta PSSI, tak ubahnya seperti menerjemahkan 

FIFA Statutes ke dalam bahasa Indonesia. Mereka pun memiliki Komisi 

Disiplin, Komisi Banding, dan Komisi Etika seperti halnya FIFA yang 

memiliki Disciplinary Committee, Appeal Committee, dan Ethics Committee. 

Hanya saja dalam Statuta PSSI, mereka kemudian memperkenalkan sebuah 



 

 

badan arbitrase yang menangani semua perselisihan dalam lingkup organisasi 

PSSI. Satu hal yang menarik adalah dalam Statuta PSSI tersebut, dinyatakan 

secara jelas pada Pasal 70 bahwa PSSI, Anggota, Pemain, Official, serta Agen 

Pemain dan Agen Pertandingan tidak diperkenankan mengajukan perselisihan 

ke Pengadilan Negara dan badan arbitrase lainnya serta alternatif penyelesaian 

sengketa lainnya, kecuali yang ditentukan dalam Statuta PSSI dan 

peraturanperaturan FIFA dan setiap sengketa harus diajukan kepada yurisdiksi 

FIFA atau PSSI Kode disiplin PSSI ini disusun guna meningkatkan aspek 

ketertiban, kenyamanan, integritas dan kualitas penyelenggaraan pertandingan 

dan kompetisi resmi agar dapat semakin berkesesuaian dengan perkembangan 

dan dinamika sepakbola dunia.  

Kode disiplin PSSI ditetapkan dan diberlakukan dengan tujuan utama 

untuk mengatur dan menjelaskan jenis-jenis pelanggaran disiplin, serta sanksi 

yang dapat dikenakan agar pertandingan dan kompetisi yang berjalan di bawah 

kewenangan PSSI dapat berjalan sesuai dengan aturan main (laws of the game) 

yang ditetapkan oleh FIFA.
14

 

Kewenangan dan peran pemerintah dalam pengelolaan dan 

penyelenggaran sepak bola di Indonesia adalah mengawal dan memberikan 

fasilitas penunjang untuk meningkatkan kualitas olahraga, seperti membuat 

stadion, membangun infrastruktur olahraga, mendukung secara finansial 

pengelolaan dan pembinaan usia dini untuk atlit dan lain sebagainya. 

Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan kepada 

induk organisasi cabang olahraga dalam menyelenggarakan sepak bola di 
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Indonesia. Akan tetapi, pemerintah tidak punya kewenangan untuk melakukan 

intervensi dan ikut campur dalam menjalakan roda organisasi PSSI. Karena 

kompetisi sejatinya dikelola dan dilaksanakan oleh organisasi sepak bola yang 

sah dan diakui oleh FIFA, dalam hal ini adalah PSSI.
15

 

Kasus pengaturan skor di dunia sepak bola sudah banyak terjadi dan 

kebanyakan diantaranya diputus dengan sanksi dari badan sepak bola Negara 

yang bersangkutan, asosiasi sepak bola benua dan FIFA. Contoh kasus yang 

membuat penulis tertarik yaitu kasus laga sepak bola antara Malaysia vs Timor 

Leste pada 2015 lalu ternodai karena adanya manipulasi skor. Pertandingan ini 

berlansung di Singapura, saat itu Malaysia mampu unggul tipis 1-0 dari Timor 

Leste. Namun yang menjadi sorotan tentu saja penampilan Timor Leste yang 

bermain ogah-ogahan, meski saat itu mereka berpeluang untuk menang saat 

Malaysia hanya turun dengan 10 pemain. Saat diusut AFC(Association 

Football Club) selaku asosiasi tertinggi sepakbola di Asia Tenggara, manajer 

Timor Leste yang bernama Orlando Marques telah menerima suap untuk 

mengatur hasil pertandingan dari Bandar judi sebesar 11.000 (sebelas ribu) 

USD dan dibagi-bagi kepada 7 (tujuh) pemain Timor Leste. Ia pun mendapat 

sanksi tidak boleh terlibat dalam dunia sepak bola seumur hidup.
16

 

Pada lingkup internasional pertandingan antara Matiyasi FC vs Nsami 

Mighty Birds yang berakhir 59-1 untuk kemenangan Matiyasi.Satu 
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pertandingan lainnya antara Shivulani Dangerous Tigers vs Kototo Happy 

Boys yang berakhir 33-1, dalam laga Matiyasi FC vs Nsami yang berakhir 59-1 

tersebut, 41 gol di antaranya tercipta dari gol bunuh diri lawan. Sedangkan 

dalam laga Shivulani Dangerous Tigers vs Kototo Happy Boys yang berakhir 

33-1, tujuh gol di antaranya terjadi karena gol bunuh diri Kototo Happy 

Boys.Hasil yang mencolok tersebut tentu saja tidak sulit untuk ditebak. Dua 

laga tersebut merupakan pertandingan match-fixing atau pengaturan skor. 

Terkait peristiwa itu pula, lembaga sepak bola Afrika Selatan telah melakukan 

investigasi dan memastikan telah terjadi pengaturan skor. Lembaga sepak bola 

Afrika Selatan pun menjatuhkan sanksi kepada keempat klub tersebut berupa 

tidak boleh main atau tampil seumur hidup. 

Match Fixing yang terjadi di Indonesia, hal utama yang paling 

mendasari terjadi adalah dikarenakan faktor uang. Terdapat beberapa oknum 

yang melakukan perjudian dengan bermodalkan uang yang besar bahkan 

dengan keberaniannya mampu membuat skenario hasil pertandingan. Terdapat 

beberapa hal yang sangat perlu dipahami yaitu tindakan mengatur skor tidak 

dapat masuk dalam kategori tindak kejahatan karena tidak terpenuhinya 

beberapa unsur tertentu yang tercantum dalam hukum pidana, namun hal 

tersebut tetap saja mencoreng fairplay. Namun, terdapat pula tindakan 

pengaturan skor yang memiliki motif selain uang yaitu murni merupakan 

strategi dalam pertandingan. 

Motif yang jelas menjadi hal penting untuk mengusut tindakan 

pengaturan skor, sehingga jika ketika tindakan tidak memenuhi unsur pidana, 

maka sanksi akan diberikan oleh Komisi Etik PSSI, Komisi Banding 



 

 

(Komding) maupun Komisi Disiplin (Komdis). Terdapat hal yang 

menyebabkan federasi tidak dapat menjangkau yaitu adanya keterlibatan 

banyak pihak seperti pelatih, wasit, hakim garis, maupun mafia, dan lain-lain, 

sehingga harus melibatkan penegak hukum untuk mengatasinya.  

Sistem aturan yang buruk dan terdapat banyak aturan (hampir ada di 

setiap UU) yang mempunyai ketentuan pidana yang diterapkan di Indonesia, 

sehingga hal yang paling relevan digunakan adalah UU No. 11 Tahun 1980 

mengenai tindak pidana penyuapan, namun malah menjadi aturan yang 

terlupakan. Begitupula dengan diperburuk oleh sedikitnya publikasi mengenai 

peraturan tersebut. Bahkan penegak hukum tidak banyak yang mengetahui 

tentang aturan ini. Sebagai contoh dengan dilepaskannya Johan Ibo (terduga 

pelaku pengaturan skor di klub Pusa Mania PBFC) merupakan salah satu bukti, 

dikarenakan pihak kepolisian hanya mengacu pada UU No. 20 Tahun 2001 

melalui perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengenai 

pemberantasan Tipikor (selanjutnya disebut UU Tipikor) sehingga menjadi 

tidak relevan dengan kasus tersebut.
17

 

Pelaku kasus pengaturan skor pertandingan sepak bola dapat dijerat 

dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. 

Secara garis besar menyatakan bahwa adalah termasuk tindak pidana 

kejahatan, barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang 

dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak 

berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau 

kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum serta menerima sesuatu 
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atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa 

pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau 

tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan 

atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.
18

 Pelaku yang 

melakukan tindakan mengatur skor dapat dikatakan sebagai pelanggaran dalam 

kode etik profesi sebagai pemain dalam sepakbola dan juga bertentangan 

dengan kode etik yang sudah ditetapkan dalam organisasi baik PSSI maupun 

FIFA. Di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak 

Pidana Suap  yang berbunyi “Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, 

sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu 

atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuatsesuatu atau tidak berbuat sesuatu 

dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang 

menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan 

pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya 

Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)”. 

 Dengan demikian dijelaskan juga bahwa sesuatu atau janji bukan hanya 

berbentuk uang maupun barang, namun hal lainnya juga dijanjikan di dalam 

tindak pidana penyuapan yang mengatur skor dapat tetap dianggap sebagai 

pelanggaran atas Pasal 3 Undang-Undang No.11 Tahun 1980 tentang Tindak 

Pidana Suap tersebut.
19

 

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis 

merasa tertarik melakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk 
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skripsi dengan judul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU 

TINDAK PIDANA SUAP DALAM PENGATURAN SKOR (MATCH 

FIXING) PADA PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI INDONESIA 

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG 

TINDAK PIDANA SUAP. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan pada latar belakang di atas, 

maka penulis mempunyai beberapa rumusan masalah yang akan dibahas di 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku Praktik Pengaturan 

Skor (Match Fixing) Pertandingan Sepak Bola di Indonesia? 

2. Apa Kendala yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dalam 

Melaksanakan Tugas mengungkap Praktik Pengaturan Skor (Match Fixing) 

dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk memahami Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Praktik 

Pengaturan Skor (Match Fixing) Pertandingan Sepak Bola di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui Kendala Aparat Penegak Hukum dalam Melaksanakan 

Tugas mengungkap Praktik Pengaturan Skor (Match Fixing) dalam 

Pertandingan Sepak Bola di Indonesia.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun 

secara praktis: 



 

 

a. Manfaat teoritis 

Hasil penulisan hukum ini diharapkan memberikan pengetahuan dan 

menambah wawasan bagi para pembaca terkait perbuatan suap dalam 

pengaturan skor pada pertandingan sepak bola di Indonesia, diharapkan juga 

hasil penelitian ini dapat digunakan referensi bagi mahasiswa fakultas 

hukum. 

b. Kegunaan praktis 

1) Memberikan pemahaman hukum bagi mahasiswa sehingga dapat 

digunakan untuk referensi dan sumber informasi mengenai penegakan 

hukum pidana dalam pengaturan skor pada pertandingan sepak bola di 

Indonesia. 

2) Memberikan penambahan wawasan bagi penegak hukum mengenai 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap 

sebagai salah satu upaya untuk memberikan efek jera dan mengurangi 

terjadinya praktik pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola di 

Indonesia. 

E. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan serta lengkap perlu 

dilakukan metode penelitian. Pada penulisan ini, penulis melakukan metode 

penulisan sebagai berikut : 

1. Pendekatan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka pendekatan 

masalah yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis 

sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum 



 

 

(Peraturan Perundang-Undangan  atau kenyataan di lapangan) berkenaan 

dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan 

dilapangan atau  mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian 

dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.
20

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif 

Analitis.
21

 Dalam hal ini menganalisis suatu kondisi permasalahan tindak 

pidana suap dalam pengaturan skor terhadap pertandingan sepak bola di 

Indonesia. Hasil analisis diperoleh melalui data-data yang telah 

dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada 

teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan secara sistematis. 

3. Jenis dan Sumber Data 

A. Jenis Data 

1) Data Primer  

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh 

secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.
22

 Data 

yang diperoleh berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yakni 

tentang pengaturan skor (Match fixing) dalam pertandingan sepak bola 

di Indonesia. 

Selanjutnya peraturan perundang-undangan lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini, dan Wawancara yang dilakukan 
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terhadap narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu 

pihak PSSI dan aparat penegak hukum Kejaksaan serta Kepolisian 

yang bertugas mengungkap praktik pengaturan skor (Match fixing) 

pada pertandingan sepak bola di indonesia. 

2) Data Sekunder   

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan 

dari data kepustakaan (library research).
23

 Data ini diperoleh dari 

kepustakaan yaitu Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, 

Kepustakaan Pusat Universitas Andalas, serta buku-buku, Peraturan 

Perundangan-Undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan 

erat dengan penulisan skripsi ini data sekunder ini terdiri dari: 

a) Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara 

lain: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) 

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak 

Pidana Suap. 

5) Kode Disiplin PSSI tahun 2018  

6) STATUTA PSSI Tahun 2018 
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7) Kode disiplin FIFA edisi 2011 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang membantu 

dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, 

seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan 

dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat 

dipertanggungjawabkan.
24

 

c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa Kamus Hukum, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bahan Hukum lainnya, dan 

sebagainya.
25

 

B. Sumber Data 

1) Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang 

diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden.
26

 

Dalam penelitian ini dilakukan di kantor cabang pengurus Asprov 

PSSI sumatera barat.  

2) Penelitian Kepustakaan atau Library Research 

Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mempelajari 

dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hukum pidana khusunya 
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mengenai perbuatan suap dalam pengaturan skor(match fixing) 

pertangdingan sepak bola: 

a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas 

b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas 

c) Buku Koleksi Milik Pribadi 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

a) Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan 

menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang 

berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian 

dibaca dan dipahami. 

b) Studi Dokumen 

Studi dokumen merupakan cara mengumpulkan, mempelajari 

dan menganalis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang 

akan dilakukan. 

1) Wawancara 

Wawancara (interview) dapat dipandang sebagai metode 

pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap kedua 

belah pihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan 

kepada tujuan penelitian. Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab 

yang bertatap-muka (face to face) langsung dengan narasumber yaitu 

PSSI dan Kepolisian. Teknik wawancara digunakan bersifat semi 



 

 

terstruktur (structur interview), yaitu disamping menggunakan 

pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga 

digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang 

diwawancara.
27

 

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

a) Pengolahan Data. 

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil 

pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis.
28

 Setelah 

seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan 

kemudian dilakukan pengolahanan terhadap data tersebut dengan cara 

editing. Editing yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah 

dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang 

mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan 

untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan 

dapat dipertanggungjawabkan.    

b) Analisis Data. 

Analisis data sebagai proses dilakukannya pengolahan data. 

Setelah data-data yang di perlukan baik data primer dan sekunder di 

dapat dari penelitian, maka penulis melakukan analisi data secara 

Deskriptif Kualitatif, yaitu menghubungkan permasalahan yang 

dikemukakan sebagai teori yang relevan dan sistematis. 
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